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Nama SOP : SOP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
2. UU Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan 
3. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Daerah 
 

1. Pejabat Pemerintah Provinsi NTB 
2. Pejabat Fungsional Penguji K3 / Fungsional Kesehatan / Fungsional Umum dengan pendidikan S1/D3 atau 

SLTA yang sudah mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
3. Terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) 
4. Memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
5. Kompeten, profesional dan berintegritas dalam melakukan riksa uji K3 
6. Memiliki kemampuan mengolah data. laporan dan kearsipan 
7. Ramah, sopan dan santun dalam komunikasi 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. Pemerintah Provinsi NTB (Bappenda) 
2. Perusahaan yang diriksa uji (Pelanggan) 

1. Peraturan perundang-undangan 
2. Surat Permintaan Pengujian 
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) 
4. Peralatan dan Bahan Riksa Uji 
5. Laporan Hasil Uji 
6. ATK, Komputer/Printer dan Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PELAPORAN 

1. Wilayah kerja dan jangka waktu 
2. Resiko kerja petugas penguji 

1. Dicatat dan disimpan sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2017 
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



 

NO. Uraian Kegiatan 
PELAKSANA BAKU MUTU 

KET. STAF 
ADMIN 

KASI 
KEPALA 
BPKK3PL 

PETUGAS 
LAB 

PETUGAS 
PENGUJI 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1. Menerima berkas permohonan riksa uji 
dari perusahaan 

     Surat Permohonan Pengujian 
dari Pelanggan 

1 hari Disposisi kepada 
seksi Pelayanan 
K3 

 

2. Mempersiapkan RAB pengujian K3 
sesuai aturan yang berlaku 

     Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku 

1 hari RAB  

3. Penandatanganan penyetujuan besaran 
RAB oleh perusahaan dan Disnaker 
diwakili oleh UPTD BPKK3PL 

     RAB 1 hari RAB yang 
ditandatangani 
oleh pelanggan 
dan Kepala Balai 

 

4. Persiapan alat dan bahan riksa uji K3 
yang telah terkalibrasi setiap tahun 

     Alat dan bahan riksa uji 1 hari Alat riksa uji 
yang telah 
terkalibrasi 
setiap tahun 

 

5. Pengujian K3 sesuai dengan parameter 
yang diminta perusahaan dalam RAB 

     1. SPT 
2. Alat dan bahan riksa uji 
3. Alat Pelindung Diri (APD) 
4. Mobil operasional uji riksa  

Sesuai RAB Sampel uji riksa 
K3 
 

 

6. Pembuatan Laporan Hasil Uji (LHU)       1. Formulir lembar sampling 
2. Laporan Hasil Uji 

Sementara (LHUS) 

14 hari kerja LHU  

7. Penyerahan LHU kepada pelanggan      LHU 1 hari Agenda 
Pengambilan 
LHU 

 

8. Pelanggan melunasi pembayaran riksa 
uji sesuai RAB yang telah disepakati 

     Permohonan Pembayaran 
Pengujian K3 

Sesuai SOP 
Pembayaran 
Pelanggan 

Kwitansi 
Pembayaran 

PAD disetor 
ke 
bendahara 
PAD di 
Disnaker 

 


